BAB 11
TRANS PACIFIC PARTNERSHIP,
KELUARNYA AMERIKA SERIKAT,
DAN BERTAHANNYA JEPANG

Bab ini akan membahas mengenai sejarah terbentuknya
perjanjian Trans Pacific Partnership, bergabungnya Amerika
Serikat dan Jepang dalam perjanjian tersebut, keluarnya
Amerika Serikat dari TPP, dan bertahannya Jepang dalam
keanggotaan TPP.

Bab ini akan menunjukkan bahwa Amerika Serikat
memiliki alasan tertentu mengapa memutuskan untuk
bergabung dalam TPP dan akhirnya memutuskan keluar dari
TPP dan Jepang juga memiliki alasan tertentu mengapa
memutuskan untuk bergabung dalam TPP dan tetap bertahan
dalam TPP setelah Amerika Serikat keluar dari keanggotaan
TPP.

A. Sejarah Terbentuknya Trans Pacific Partnership

Trans Pacific Partnership (TPP) awalnya merupakan
perjanjian perdagangan bebas yang bernama Trans Pacific
Strategic Economic Partnership (TPSEP). Perundingan
perjanjian ini dilakukan pada tahun 1990-an pada pertemuan
APEC oleh lima negara meliputi Amerika Serikat, Australia,
Chile, New Zealand, dan Singapura. Kelima negara ini
melakukan perundingan secara informal dalam rangka
menciptakan jenis perjanjian dagang baru. Akan tetapi, dalam
pertemuan selanjutnya hanya Chile, New Zealand, dan
Singapura yang meneruskan perundingan mengenai perjanjian
dagang ini. Mereka memulai negosiasi di sela-sela KTT
Pemimpin APEC pada tahun 2002 dan melakukan empat
putaran perundingan dalam Pacific Three Closer Economic
Partnership (P3 CEP) di antara tahun 2003-2005. Pada
pertemuan kelima pada bulan April 2005, Brunei Darussalam
bergabung dalam perundingan tersebut dengan maksud untuk
menjadi negara pendiri perjanjian (EIms & Lim, 2012, hal. 1).

Hasil perundingan dalam Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership (TPSEP, lebih dikenal sebagai ‘P-4’)
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diumumkan pada pertemuan Menteri Perdagangan APEC pada
bulan Juni 2005. Terdapat 20 bab dalam Perjanjian tersebut
disertai dengan dua nota kesepahaman (MoU) tentang kerja
sama lingkungan dan tenaga kerja. Meskipun perjanjian
lingkungan dan tenaga kerja diumumkan sebagai dokumen
yang berbeda, namun setiap negara yang ingin keluar dari salah
satu dari tiga perjanjian secara otomatis keluar dari dua
perjanjian lainnya. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 2006
(Elms & Lim, 2012, hal. 1-2).

Pihak-pihak yang terlibat dalam TPSEP ini benar-benar
ingin menggunakan Perjanjian tersebut untuk membangun
skema yang lebih besar untuk menunjang kemitraan ekonomi
yang lebih dekat. Adapun sasaran dari para pihak tersebut
antara lain agar TPSEP dapat digunakan sebagai patokan untuk
liberalisasi perdagangan di antara anggota APEC dan
menciptakan efek demonstrasi untuk WTO. Selain itu, TPSEP
juga digunakan untuk membentuk aliansi strategis potensial
pada beragam bidang mulai dari pertanian, pendidikan hingga
teknologi (Gao, 2009, hal. 92).

Sama halnya dengan perjanjian perdagangan bebas yang
lain, tujuan dibentuknya TPSEP ini didasari atas keinginan yang
sama di antara negara anggota untuk mengurangi hambatan
perdagangan dan mempromosikan liberalisasi perdagangan di
kawasan Asia Pasifik. Namun, TPSEP ini sedikit berbeda
dengan kebanyakan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Hal
ini dikarenakan perjanjian TPSEP menyediakan hampir
keseluruhan liberalisasi semua barang, termasuk pertanian
(Lewis, 2011, hal. 32).

TPSEP juga disebut-sebut sebagai perjanjian perdagangan
bebas dengan standar yang tinggi (Gao, 2009, hal. 79). Hal ini
dikarenakan TPSEP mencakup seratus persen impor dari Chile
dan New Zealand. Selanjutnya, perjanjian perdagangan bebas
dikategorikan semakin liberal apabila persentase pengurangan
tarif produknya semakin tinggi. Di perjanjian TPSEP, sebanyak
89.3 persen impor dari Selandia Baru dan Singapura akan
menikmati tarif nol ketika perjanjian ini mulai berlaku (Gao,
2009, hal. 82).
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Meskipun Perjanjian P-4 bersifat komprehensif dalam
lingkupnya, akan tetapi perjanjian P-4 lebih dikenal karena
keunikan struktur dari isinya. Meskipun negara peserta
semuanya adalah anggota APEC, namun Perjanjian P-4 dengan
sengaja menggabungkan negara-negara yang mencakup bola
dunia. Hal ini menciptakan hubungan strategis yang
menjangkau sampai ke pelosok Pasifik, menghubungkan
Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Oceania. Negara-negara ini
tidak bergabung dengan motivasi untuk meningkatkan akses
pasar mereka. Tidak satu pun dari negara-negara ini memiliki
ekonomi yang kuat atau populasi sangat besar. Sebaliknya,
maksud dari para negara anggota adalah untuk membentuk
perdagangan dengan standar yang tinggi (Lewis, 2011, hal. 32-
33).

Perjanjian P-4 atau TPSEP ini bersifat terbuka bagi para
anggota APEC atau negara lainnya karena tujuan negara-negara
anggota dari awal adalah untuk memperluas perjanjian. Oleh
karena itu, para negara anggota memasukkan ketentuan akses
terbuka untuk negara lain dengan harapan negara-negara
lainnya baik itu anggota APEC maupun non-APEC akan
mempertimbangkan untuk bergabung dalam perjanjian (Lewis,
2011, hal. 33). Dengan adanya ketentuan ini, kesempatan
negara lain untuk bergabung dalam TPSEP semakin terbuka
lebar.

B. Amerika Serikat dan Trans Pacific Partnership

Terbentuknya  Trans-Pacific ~ Strategic  Economic
Partnership (TPSEP) ini membuat negara-negara lain
menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung. Salah satu
negara yang tertarik untuk bergabung dengan TPSEP adalah
Amerika Serikat. Pada bulan September tahun 2008, Kantor
Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (U.S. Trade
Representative) yang waktu itu masih dipimpin oleh Presiden
Bush menyatakan keinginannya untuk bergabung dalam TPSEP
atau Perjanjian P-4 ini. Salah satu anggota USTR yaitu Susan
Schwab mengatakan bahwa perjanjian ini akan meningkatkan
daya saing negara-negara yang menjadi anggotanya dan
membantu mempromosikan serta memfasilitasi perdagangan
dan investasi para negara anggota. Selain itu, perjanjian ini juga
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akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
mereka (EIms & Lim, 2012, hal. 6).

Negosiasi awal Amerika Serikat dengan negara-negara
anggota TPP dijadwalkan pada bulan Maret tahun 2009. Akan
tetapi, negosiasi ini ditunda karena harus menunggu tinjauan
kebijakan perdagangan Amerika Serikat di  bawah
pemerintahan Obama yang waktu itu baru saja terpilih.
Negosiasi ini kemudian dijadwalkan akan dilakukan pada bulan
Mei 2009. Namun, butuh waktu hingga November 2009 bagi
Presiden Obama untuk membuat pernyataan pertamanya
mengenai TPP. Saat singgah di Tokyo dalam perjalanannya ke
pertemuan APEC di Singapura, Presiden Obama mengatakan
bahwa Amerika Serikat juga akan terlibat dalam Trans Pacific
Partnership dengan tujuan untuk membentuk kesepakatan
regional yang keanggotaannya luas dan perjanjian berstandar
tinggi yang layak digunakan dalam perdagangan di abad ke-21
(Elms & Lim, 2012, hal. 7). Setelah Amerika Serikat
mengisyaratkan niatnya untuk bergabung, perjanjian itu
kemudian disebut dengan Trans Pacific Partnership atau TPP
(Lewis, 2011, hal. 35).

Amerika Serikat melihat peluang ekonomi yang besar
dalam TPP apabila negara lain ikut bergabung mengingat
anggota APEC secara keseluruhan mewakili pasar yang besar.
Apalagi keikutsertaan Amerika Serikat dalam TPP dapat
menjadi katalis bagi negara lain untuk bergabung. Oleh karena
itu, TPP merupakan perjanjian yang strategis bagi Amerika
Serikat selama keanggotaannya terus berkembang (Lewis,
2011, hal. 37).

Alasan Amerika Serikat bergabung dalam TPP tidak hanya
dilihat melalui potensi ekonomi saja. Alasan lainnya yaitu
komponen geopolitik. Amerika Serikat memiliki potensi untuk
mengubah beberapa dinamika kekuatan ekonomi di Asia-
Pasifik. Hal ini sejalan dengan tujuan yang dinyatakan oleh
Presiden Obama mengenai peningkatan keterlibatan AS di
wilayah Asia-Pasifik (Lewis, 2011, hal. 37). Dengan
bergabungnya Amerika Serikat dalam TPP, Amerika Serikat
memiliki potensi tidak hanya untuk menggagalkan upaya
pembentukan model regionalisme ekonomi Asia yang semula
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ingin meniadakan campur tangan Amerika Serikat, namun juga
akan membuat Amerika Serikat menjadi pemimpin dan penentu
agenda mengenai parameter perjanjian perdagangan bebas di
Asia-Pasifik di masa depan (Lewis, 2011, hal. 39).

Pembicaraan resmi mengenai perjanjian TPP dimulai di
antara tujuh anggota yaitu Australia, Brunei, Chili, Selandia
Baru, Peru, Singapura, dan  Amerika  Serikat
Serikat, serta Vietnam sebagai pengamat pada Maret 2010.
Pembicaraan ini membahas tentang bab-bab perjanjian
perdagangan bebas yang akan dilakukan (EIms & Lim, 2012,
hal. 8). Kemudian di tahun yang sama Malaysia, Meksiko dan
Kanada bergabung di TPP (Yoshimatsu, 2015, hal. 202). Hal ini
menjadikan anggota TPP berjumlah sebanyak 11 negara.

Dengan menggabungkan perjanjian perdagangan yang
tinggi dan berstandar tinggi dengan ketentuan aksesi terbuka
serta adanya Amerika Serikat sebagai pihak yang terlibat, TPP
memiliki potensi untuk menciptakan paradigma baru dalam
perjanjian  perdagangan. Alih-alih  menyajikan model
perdagangan bebas antara dua negara di mana kedua negara
memilih area yang ingin mereka liberalisasikan, TPP akan
menggabungkan banyak negara dari kedua sisi Pasifik. TPP
memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih komprehensif
daripada rata-rata perjanjian perdagangan bebas yang lainnya
(Lewis, 2011, hal. 40).
C. Jepang dan Trans Pacific Partnership

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam TPP membuat
Amerika Serikat gencar mengajak negara lain untuk bergabung,
salah satunya Jepang. Amerika Serikat telah mengajak Jepang
untuk bergabung dengan TPP sejak November 2011 melalui
diskusi informal. Amerika Serikat ingin memimpin sistem
perdagangan dan meningkatkan pengaruh politiknya dengan
menetapkan peraturan perdagangan regional. Bagi Amerika
Serikat, melibatkan Jepang dalam TPP tidak hanya mencakup
masalah ekonomi dan perdagangan untuk Amerika Serikat saja,
namun juga sangat politis (Mulgan A. G., 2013).

Tanpa keterlibatan Jepang, TPP tidak akan memiliki
banyak dampak atau pengaruh pada peraturan perdagangan
regional dan global. Dengan mengundang Jepang untuk
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bergabung dengan TPP, Amerika Serikat dapat menjadikan
TPP lebih kuat, menarik lebih banyak negara, dan mengubah
TPP menjadi sistem perdagangan bebas terbesar di kawasan
Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat hanya bisa
menetapkan standar internasional dengan cara mengumpulkan
sebanyak mungkin sekutu dan membangun perjanjian
multilateral (Mulgan A. G., 2013).

Pada 12 April 2013, Amerika Serikat mengumumkan
dukungannya untuk partisipasi Jepang dalam TPP.
Pengumuman ini muncul setelah serangkaian diskusi tentang
syarat-syarat dukungan Amerika Serikat dan masalah bilateral
yang belum terselesaikan. Pada tanggal 20 April, 11 negara TPP
secara resmi mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam
negosiasi, dan pada 23 Juli Jepang secara resmi bergabung
(Cooper & Manyin, 2013, hal. 1).

Dari 12 negara anggota TPP, Jepang merupakan negara
yang paling terakhir bergabung dalam negosiasi. Pada 15 Maret
2013, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan
bahwa Jepang akan secara resmi berusaha untuk berpartisipasi
dalam negosiasi untuk membentuk TPP. Walapun banyak
terjadi perdebatan dalam negeri antara pendukung dan
penentang TPP, Abe tetap menyatakan bahwa Jepang perlu
terlibat dalam negosiasi TPP. Hal ini diungkap dalam
pernyataannya pada 15 Maret, Perdana Menteri Abe mengakui
kepentingan dan kepekaan kelompok-kelompok pertanian,
tetapi dia juga bersikeras bahwa Jepang perlu mengambil
keuntungan dari TPP jika ingin tumbuh secara ekonomi
(Cooper & Manyin, 2013, hal. 1).

Bergabungnya Jepang dalam TPP tentu saja dilandasi oleh
berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah munculnya
kesadaran di kalangan orang Jepang bahwa pengaruh ekonomi
dan politik Jepang semakin berkurang dibanding dengan China
dan Korea Selatan. Perekonomian Jepang telah stagnan selama
beberapa dekade terakhir, dan Jepang perlu mengambil
langkah-langkah yang berani memperbaiki situasi ini. Selain
itu, berkurangnya populasi di Jepang juga menimbulkan
kecemasan bagi warga negara Jepang. Mereka merasa Jepang
perlu mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang baru
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sehingga dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan
standar hidup mereka (Cooper & Manyin, 2013, hal. 13).

Keterlibatan Jepang dalam TPP juga digunakan oleh
Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri untuk mendukung
kebijakan ekonominya yang diberi nama Abenomics. Abe
melihat TPP sebagai unsur inti untuk mendukung strategi
pertumbuhan ekonomi Jepang. Seperti yang Abe katakan
kepada Presiden Obama pada bulan Februari, “Kebangkitan
kembali Perekonomian Jepang sangat penting baik untuk
Jepang maupun Amerika Serikat dan juga untuk dunia.” Tentu
saja kesempatan ini tidak dapat dilewatkan begitu saja oleh
Jepang mengingat TPP dapat membantu Jepang untuk tetap
menjadi negara dengan kekuatan ekonomi di Asia (Mulgan A.
G., 2013).

Selain sebagai inti dari Abenomics, bergabungnya Jepang
dalam TPP dapat memberikan kesempatan bagi Jepang untuk
turut mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan
ekonomi di Asia Pasifik maupun wilayah sekitarnya. Dalam
pernyataannya ketika Jepang memutuskan untuk berpartisipasi,
Perdana Menteri Abe mengatakan bahwa TPP kemungkinan
akan berfungsi sebagai dasar untuk membuat peraturan dalam
negosiasi perdagangan multilateral lainnya. Jika Jepang
menunggu lebih lama untuk bergabung dalam TPP, akan sangat
terlambat bagi Jepang untuk bisa terlibat dalam membuat
peraturan TPP. Menurut Abe, apabila Jepang kehilangan
kesempatan ini hanya akan membuat Jepang keluar dari aturan
di dunia (Cooper & Manyin, 2013, hal. 14). Apabila Jepang
dapat terlibat dalam proses pembuatan peraturan TPP, tentu
akan mudah bagi Jepang untuk memberikan pengaruhnya demi
menunjang kepentingan nasional Jepang.

D. Keluarnya Amerika Serikat dari Trans Pacific

Partnership

Keterlibatan Amerika Serikat dalam TPP berakhir ketika
Amerika Serikat memutuskan untuk keluar. Pada tanggal 24
Januari 2017, Presiden Donald Trump sebagai Presiden
Amerika Serikat yang baru menandatangani perintah agar
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Amerika Serikat keluar dari keanggotaan TPP (Chase, 2017,
hal. 8).

Menurut pandangan Trump, TPP akan merugikan bagi
warga Amerika Serikat karena mereka harus bersaing dengan
para pekerja dari luar negeri ketika ada lowongan pekerjaan.
Selain itu, TPP akan merusak industri Amerika Serikat.
Amerika Serikat lebih memilih untuk membuat kesepakatan
perdagangan dengan masing-masing negara secara bilateral jika
dianggap perlu. Pemerintahan Trump tidak percaya terhadap
negosiasi dan peraturan perdagangan multilateral. Trump
menyadari bahwa TPP tidak bisa menjadi alat untuk
meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Para
kritikus percaya bahwa mundurnya Amerika Serikat dari TPP
dapat berdampak positif terhadap prospek pekerjaan di Amerika
Serikat dan pertumbuhan ekonomi negara (Malik, 2018, hal. 22-
23).

Amerika Serikat menarik diri dari TPP karena perjanjian
perdagangan bebas menjadi racun dalam politik domestik
Amerika Serikat. Perjanjian perdagangan bebas selalu menjadi
masalah politik yang sulit di Amerika, tetapi dua partai besar di
Amerika Serikat menganggap perjanjian perdagangan bebas
bagus untuk menunjang bisnis di Amerika Serikat. Hal ini
kemudian berubah ketika kampanye pemilihan presiden 2016.
Dua kandidat presiden yang terkemuka yaitu Donald Trump
dan Hillary Clinton menolak TPP. Trump mampu menarik
perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan janjinya untuk
mengembalikan pekerjaan yang banyak dikuasai oleh negara
asing (Narine, 2018, hal. 55).

Warga negara Amerika Serikat menganggap TPP
merupakan simbol atas globalisasi ekonomi yang membuat
keadaan di Amerika Serikat berubah. Kebanyakan warga
negara Amerika Serikat merasa tidak suka dengan perubahan
akibat globalisasi ekonomi ini. Keadaan ini membuat Trump
banyak mendapatkan dukungan dari warga negara Amerika
Serikat ketika menawarkan janji untuk keluar TPP (Narine,
2018, hal. 69).

Mundurnya Amerika Serikat dari TPP adalah tindakan
eksekutif pertama Presiden Trump terhadap sektor
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perdagangan. Kebijakan ini sesuai dengan keinginan
pemerintah yang tidak akan membiarkan negara lain
mengambil keuntungan dari Amerika Serikat (Chase, 2017, hal.
11-12). Aksi ini sesuai dengan agenda kebijakan perdagangan
Trump. Dalam agenda tersebut dijelaskan bahwa untuk
meningkatkan perekonomian Amerika Serikat dan untuk
menciptakan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat,
pemerintah akan memfokuskan hubungan perdagangan secara
bilateral bukan secara multilateral. Pemerintah menganggap
bahwa praktik perdagangan ini tidak adil dan akan merugikan
pekerja Amerika, petani, peternak, dan bisnis di pasar global
(Chase, 2017, hal. 12).

Beberapa ahli mengkritik keputusan Amerika Serikat
mengundurkan diri dari TPP. Para kritikus berpikir bahwa
Trump membuat keputusan yang mendukung proteksionisme.
Trump menentang keterbukaan dalam akses pasar dan malah
mempromosikan monopoli perdagangan. Bagi para kritikus,
keputusan ini tidak akan membantu memulihkan pertumbuhan
ekonomi Amerika yang lesu (Malik, 2018, hal. 24).

Para kritikus juga berpikir bahwa penurunan dalam peluang
kerja bagi para pekerja Amerika Serikat dapat meningkatkan
manufaktur Amerika Serikat dan peluang lainnya. Keputusan
pemerintahan Trump didasarkan pada proteksionisme tetapi
saat ini bukan proteksionisme yang benar-benar berfungsi,
melainkan daya saing. Pasar Amerika harus dibuka agar bisa
menerima manfaat dari keterbukaan perdagangan dan juga
dapat mengakhiri monopoli dengan dalih proteksionisme.
Keterbukaan perdagangan dapat mengurangi biaya produksi
dan meningkatkan daya beli suatu negara. Keputusan Trump
untuk keluar dari TPP mengubur semua peluang sukses
restrukturisasi ekonomi Amerika Serikat (Malik, 2018, hal. 24).
E. Kebijakan Jepang bertahan di Trans Pacific

Partnership

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat negara-
negara anggota mempertanyakan keberlangsungan TPP di masa
mendatang. TPP tanpa Amerika Serikat tidak akan begitu
signifikan dan keuntungan yang didapat anggota dari TPP juga
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akan berkurang. Tanpa Amerika Serikat, volume perdagangan
antara negara-negara Yyang tersisa akan menjadi sekitar
seperempat dari rencana awal (Wasinski & Wnukowski, 2017,
hal. 3-4). Keluarnya Amerika Serikat dari TPP juga membuat
TPP kehilangan pemimpin mengingat Amerika Serikat adalah
negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di TPP.

Keputusan Trump untuk mengundurkan diri dari TPP
mengejutkan Jepang yang telah meratifikasi perjanjian TPP
pada 20 Januari 2017. Bagi Jepang, TPP sangat penting karena
TPP adalah bagian dari kebijakan ekonomi yang dijuluki
Abenomics. Kebijakan ini digunakan untuk memerangi deflasi
dan merevitalisasi ekonomi Jepang. Bergabungnya Jepang
dalam TPP merupakan kebijakan dalam reformasi struktural
yang bertujuan untuk merevitalisasi investasi swasta (Takashi,
2018). Jika Amerika Serikat keluar, perjanjian tersebut tidak
bisa segera berlaku dan harus mengalami perubahan dalam isi
perjanjiannya.

Keputusan Trump untuk mengakhiri partisipasi AS dalam
TPP mengejutkan pemerintahan Jepang, khususnya bagi Abe.
Bagi Abe, selain menjadi bagian dari kebijakan, TPP
merupakan sarana untuk mempererat hubungan bilateral Jepang
dengan Amerika Serikat, sebagai sarana untuk memajukan
akses pasar perusahaan Jepang ke Amerika Serikat dan Asia,
dan sebagai penghalang terhadap meningkatnya pengaruh
China di kawasan regional. Selain itu, TPP digunakan alat untuk
menghalau kelompok-kelompok pemilik hak veto kuat yang
menghambat reformasi ekonomi di Jepang. Keluarnya Amerika
Serikat dari TPP ini mengakibatkan para pembuat kebijakan di
Jepang merasa kebingungan selama beberapa bulan karena
tidak tahu tindakan apa yang seharusnya dilakukan (Pempel,
2018, hal. 215).

Abe mengatakan kepada Komite TPP bahwa ia berjanji
akan terus berusaha membujuk Amerika Serikat agar tetap
bergabung dalam TPP. Dengan tekad ini, Abe mengunjungi
Washington untuk melakukan pertemuan resmi pertamanya
dengan Trump pada bulan Februari 2017. Dalam pertemuan
tersebut, Abe dan Trump berdiskusi mengenai keluarnya
Amerika Serikat dari TPP dan solusi untuk mencapai tujuan
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bersama mengenai perdagangan bebas ini. Diskusi ini juga
mencakup mengenai kerja sama bilateral Amerika Serikat dan
Jepang serta keinginan Jepang untuk terus memajukan
kemajuan regional atas dasar inisiatif yang ada. Pertemuan ini
menghasilkan keputusan bahwa Jepang akan memberlakukan
TPP walaupun tanpa keterlibatan Amerika Serikat dan Amerika
Serikat tidak akan menentang langkah ini. Pertemuan tersebut
bertujuan untuk meyakinkan Abe mengenai tekad Trump untuk
mundur dari TPP dan pengakuan Amerika Serikat atas
keterlibatan Jepang dalam TPP tanpa Amerika Serikat (Takashi,
2018).

Walaupun Amerika Serikat keluar dari TPP, Jepang
memutuskan untuk tetap bertahan di TPP karena Jepang masih
membutuhkan TPP dan menganggap TPP sebagai kepentingan
nasionalnya (Wright, 2018). TPP sangat penting bagi Jepang
karena TPP adalah bagian dari kebijakan ekonomi Abenomics.
Selain itu, dalam TPP, Amerika Serikat sudah bukan kekuatan
hegemoni lagi sehingga Jepang bisa mengambil peran aktif
dalam melanjutkan TPP-11 (TPP tanpa Amerika Serikat).
Apabila Jepang tidak mengambil alih kekosongan kekuasaan
dalam TPP setelah Amerika Serikat keluar, maka TPP tidak
akan bisa berlanjut dan Jepang harus mengubah kebijakan
perdagangan mereka.



